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ABSTRAK : -   Agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen 

dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

perlu menerapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran pada 

Pemerintah Kabupaten Kebumen; b. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan 

Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada 

Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum 

dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti melalui penetapan Perbup ini. 

  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 

2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 

2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 

12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020. 

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2025. 

- Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana 

pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui 

teller Bank Persepsi. 

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: Perbup Kebumen No. 70 Tahun 2017; 

Perbup Kebumen No. 72 Tahun 2018; Perbup Kebumen No. 107 Tahun 2021 dan 

Perbup Kebumen No.  5 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Lampiran: 1 hlm. 

 

PERBUP KEBUMEN NO. 54, BD 2025/NO. 55, 10 HLM. 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN 

- Dalam Peraturan Bupati ini memuat ruang lingkup pengaturan: Ketentuan Umum; 

Ruang Lingkup; Tujuan; Jenis Penerimaan dan Pembayaran; Transaksi Non Tunai; 

Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup. 


